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ABSTRAK 

Adanya perbedaan padangan ahli terkait aturan penanggung yang ikut 

dimohonkan di PKPU oleh kreditor membuat banyak putusan pengadilan 

memberikan amar berbeda pula. Terdapat putusan yang menolak, namun terdapat 

juga putusan yang mengabulkan. Hal tersebut disebabkan kurang jelas dan 

tegasnya aturan hukum yang mengatur dapat atau tidaknya penanggung menjadi 

pihak dalam perkara PKPU. Tentunya kondisi demikian merugikan penanggung 

akan kedudukannya di muka pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, konsep, dan kasus yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan 

penanggung di PKPU. Aturan tersebut ditafsirkan bahwa dalam PKPU dan 

kepailitan adalah sama, sehingga penanggung dapat ikut menjadi termohon. 

Padahal jika ditelisik lebih dalam berdasar tujuan serta ruang lingkupnya, 

keduanya berbeda sangat jauh, sehingga penanggung tidak semata-mata dapat 

menjadi termohon, karena tujuan dan ruang lingkup PKPU telah membatasi hal 

tersebut. Dengan demikian diperlukannya perubahan aturan mengenai para pihak 

dalam perkara PKPU khususnya penanggung agar tidak menimbulkan multitafsir 

bagi para hakim dalam memutus perkara. 

Kata Kunci: PKPU, Debitor, Hak Istimewa, Penanggung, Wanprestasi 
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ABSTRACT 

There are differences in expert’s opinion regarding the rules of guarantor's that were 

also requested in PKPU by creditors, making many court decisions giving different 

orders. There are decisions that are rejected, but there are also decisions that are 

granted. This is due to the lack of clear and firm legal rules governing whether or not a 

guarantor can be a party to a PKPU case. Of course, such conditions are detrimental to 

the guarantor of his position before the court. By using statute, conceptual and case 

approach which aims to review the regulations of the guarantor in the PKPU. The rule is 

interpreted that in PKPU and bankruptcy are the same, so that a guarantor can also 

become a respondent. In fact, if they are examined more deeply based on the purpose and 

scope, the two are very different, so that the guarantor can not only be the respondent, 

because the purpose and scope of PKPU has limited it. Accordingly, it is necessary to 

change the rules regarding the parties in PKPU cases, especially guarantor so, it will not 

cause multiple interpretations for judges to decide the case. 

Keywords: PKPU, a Debtor, Privilege Respondent, Guarantor, Default 
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